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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Wali Mafqud
tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi, bertujuan untuk
menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana Proses Penetapan Wali Mafgud di
KUA Kabupaten Ngawi? dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Penetapan
Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan
teknik wawancara dengan Kepala KUA Kabupaten Ngawi dan membaca serta
mengkaji dokumen terkait pernikahan yang walinya mafgud. Setelah itu, semua
dokumen yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dari teori tentang wali hakim dan
penetapannya menurut hukum positif, kemudian dilihat data tentang wali hakim
karena mafgud di KUA Kabupaten Ngawi, dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian terhadap penetapan wali mafgqud tanpa melalui
putusan Pengadilan adalah: pertama, proses penetapan wali mafqud yang terjadi
di KUA Kabupaten Ngawi khususnya di KUA Kendal, KUA Sine, KUA
Jogorogo, KUA Paron dilakukan dengan syarat membawa surat pernyataan wali
mafqud dari calon pengantin yang diketahui oleh Kepala Desa setempat serta
menghadirkan saksi ke KUA untuk memberikan keterangan tentang wali
tersebut; kedua, penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan yang
terjadi di KUA Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun
2018. Akan tetapi, apabila penetapan wali mafqud dikaitkan dengan pasal 44
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka
tidak selaras, karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang wali
nikah, tetapi mengatur tentang orang hilang dalam hal pencatatan kependudukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama,
kepada Kemenag supaya mempertimbangkan terkait dengan penetapan wali
karena alasan walinya magfud untuk selanjutnya akan lebih baik jika diproses
melalui penetapan Pengadilan demi keabsahan dan kemaslahatan dalam
perkawinan; kedua, KUA dapat mempertimbangkan apabila terdapat kejanggalan
dalam pemeriksaan perkawinan karena alasan walinya mafqud, untuk
mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mencegah adanya manipulasi data.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan nikmat Allah atas hamba-Nya dan
melaksanakanya merupakan ibadah.' Dan perkawinan merupakan ikatan
janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhui tujuan
hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi
syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh syariat Islam.” Pernikahan atau
juga lazim disebut dengan perkawinan.’ Secara etimologi kata nikah berati
persetubuhan, beberapa teks yang berhubungan dengan kata nikah:
tanakahati al-ashjar (pohon berkawin) jika pohon-pohon tersebut saling
bersatu, nakaha al-matharu al- ‘arda (hujan menikahi bumi), nakaha al-nu’as
‘ainaihi (seorang yang mengantuk mempertemukan kedua kelopak
matanya).’

Adapun secara ferminologi sebagaimana pendapat ulama’ Figih yaitu
“Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki
dan perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta

menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Menurut Ahmad Ghandur,

"Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2 M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, 7radisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran,
Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

? Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Difa
Publisher, 2000), 211.

* Ali al-Hajjaj al-Ghamidi dan Ali Bin Sa’id, Dalilul Mar’atul Muslimah, terj. Ahmad Syarif, et
al. (Jakarta: Aqwam, 2012), 283.



nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan
perempuan dalam naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan
untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.’

Pengertian perkawinan di atas juga selaras dengan hukum positif
yang berlaku di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa.® Dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut
hukum Islam adalah akad yang sangat kuat mithagon ghalizan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Firman Allah:

Dsa ¥ als 3 0) s

2 Y

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Al-ruum: 21)’.

> Mardani, Hukum Perkawinan Islam (di dunia Modern) (Yogyakarta: Graha Iimu, 2011), 4.
% Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
’ Departemen Agama RI, A/-quran Terjemah Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), 406.
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“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yar;g satu dan dari padanya

dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (Al-

A’raf 189)

Kesenangan dalam perkawinan bukan merupakan tujuan itu sendiri.
Sebab, cabang yang baik tidak akan muncul kecuali dari akar yang baik
pula.’ Oleh karena perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan mempunyai
tujuan-tujuan yang mulia serta mengakibatkan hubungan keperdataan,
maka di Indonesian diatur tentang syarat dan rukun serta proses yang harus
dipenuhi untuk mencapai keabsahan dalam perkawinan, baik keabsahan
secara syariat maupun keabsahan pencatatannya.

Syarat-syarat perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang dapat
dibedakan menjadi dua yakni; syarat intern/materiil, dan syarat eksternal/
formal. Syarat intern/materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi
kedua mempelai dan pihak ketiga terkait dengan izin-izin yang harus
dilaksanakan dalam hal tertentu yang diatur oleh ketentuan Undang-
undang, syarat intern/materiil ini terbagi lagi menjadi 2 yakni; a) materiil
mutlak dan b) materiil relatif.'” Syarat materiil mutlak tersebut ada lima

macam yakni:

¥ Ibid.,

175.

’ Mahmud Mahdi Al-istambuli, Tuhfatul ‘Arus *Aw °Al-zawaj Al-Islami *Al-said, terj. Sarwendi,
et al. (Solo: Aqwam, 2010), 21.

' R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University),

18-25.



1.  Kedua mempelai tidak terikat perkawinan dengan yang lain (pasal 27
B.W)

2. Kesepakatan dari kedua belah pihak ( pasal 28 B.W)

3. Masing-masing mempelai harus mencapai batas umur yang
ditentukan Undang-Undang

4.  Mempelai wanita yang masih dalam masa tunggu dari perkawinan
yang sebelumnya tidak dapat menikah lagi sebelum lewat dari 300
hari sejak bubarnya perkawinan

5. Harus ada izin dari pihak ketiga
Secara umum ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi: (1)

adanya calon suami, calon istri, bukan mahram, sighat (ija b dan gabul

yang bersifat selamanya), (4) adanya dua orang saksi, (5) adanya kerelaan

dari kedua belah pihak, (6) identitas pelaku harus jelas, (7) adanya wali.
Adanya wali memiliki peran penting dalam perkawinan, peranan wali

dalam perkawinan dijelaskan pada pasal 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam

disebutkan yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak

untuk menikahkannya”. Senada dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah ,

Abu musa, dan Ibnu Abbas.

“Tidak ada nikah melainkan (adanya) wali”"'

' Faishal Bin Abdul Aziz al-Mubaroq, Nailul Autar, terj. Mu’ammal Hamidy, et al. (Surabaya:
PT Bina Ilmu, 2002), 2157.



Wali ditunjuk berdasarkan urutan secara tertib dari orang yang paling
berhak, yaitu yang paling kuat hubungan darahnya. Urutan wali yang
berhak menjadi wali nikah dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
wali nikah terdiri dari; (a) wali nasab, (b) wali hakim. Dan dalam pasal 21
ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok.

Dalam hal perwalian oleh wali hakim dapat dilakukan ketika wali
yang lebih berhak atau wali nasab, baik wali nasab agrob maupun wali
nasab ab’ad tidak ada. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 23
Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali
nikah ketika: a) wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, b)
wali mafqud (tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, c) wali ado/
atau enggan.'” Pasal 18 ayat (4) dan (5) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Perkawinan juga mengatur tentang ketentuan berpindahan wali
nikah kepada wali hakim, yang pada intinya wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah apabila tidak mempunyai wali nasab, wali
nasab tidak memenuhi syarat, dan wali ado/. Dalam hal wali yang adol
penetapan wali nikahnya harus melalui Pengadilan.

Dari keterangan di atas dapat dimengerti bahwa wali nikah yang
paling berhak menikahkan adalah yang mempunyai hubungan nasab atau
yang mempunyai hak perwalian yang paling terdekat, apabila wali yang
paling berhak berhalangan maka perwaliannya berpindah pada wali

berikutnya. Kecuali, jika wali ado/ maka harus melalui penetapan

2 pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Pengadilan Agama. Namun kenyataan yang yang terjadi masih banyak
pernikahan yang mengabaikan kedudukan wali yang lebih berhak, dengan
menggunakan wali hakim sebagai wali nikah.

Dalam penilitian ini penulis akan membahas tentang mafqud-nya
wali. Mafgud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam
istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya dalam
waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih
hidup atau sudah mati.”” Dalam KUHPerdata tidak lagi menggunakan
istilah mafgqud melainkan menggunakan istilah orang yang diperkirakan
telah meninggal dunia.'* Dalam pasal 467 KUHPerdata dijelaskan tentang
ketidak jelasan keberadaan seseorang apabila ia meninggalkan tempat
tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusan-urusannya
maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kejelasan status orang yang tidak
hadir tersebut.

Peraturan dalam KUHPerdata tersebut sejalan dengan peraturan yang
ada dalam pasal 44 (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yang berbunyi, “dalam hal terjadi
ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan sipil baru

dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”. Senada dengan pasal ini

' Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006),
1037.

'* Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran, Bagian 2 KUHPerdata.



dalam pasal 77 yang Dberbunyi, “tidak seorangpun dapat
merubah/mengganti/menambah identitasnya tanpa ijin Pengadilan”."

Dari kedua pasal tersebut memiliki keterkaitan bahwa tidak
seorangpun dapat mengubah status orang lain tanpa izin dari Pengadilan,
termasuk meng-ghaib-kan atau me-mafqud-kan status orang lain kecuali
izin dari pengadilan yang berwenang.16

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa peralihan wali nasab ke wali
hakim salah satunya adalah waliya yang mafqud, dalam kasus dilapangan
perpindahan wali nikah nasab ke wali hakim dengan alasan wali mafqud
sering terjadi dan kebanyakan walinya berpindah pada wali hakim. Namun,
yang menjadi masalah adalah bagaimana status hukum terhadap pernyataan
mafqud-ya wali nasab yang tidak ditetapkan melalui putusan Pengadilan.

Sebagaimana yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi, apabila dari
pihak mempelai wanita tidak memiliki wali nikah dengan alasan wali
mafqud, dan agar perwaliannya berpindah ke wali hakim, maka dari PPN
memerintah unuk meminta surat keterangan mafgqud-nya wali/berupa surat
pernyataan dari keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala
Desa, atau berupa surat pernyataan tentang mafqud-nya wali. Pada
dasarnya Undang-Undang telah mengatur tentang mafgud-nya seseorang
(orang yang tidak diketahui keberadaannya) harus melalui penetapan dari
Pengadilan, karena tidak seorangpun dapat merubah status, maupun

mengganti status tanpa izin dari Pengadilan.

"> UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
'® Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Dalam pencatatan perkawinan tidak diatur tentang perpindahan wali
nikah ke wali hakim dengan alasan mafgud harus melalui Pengadilan, yang
melalui Pengadilan hanyalah wali ado/ Namun dalam Undang-Undang
Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa terkait dengan tidak
diketahuinya keberadaan orang atau hilang maka penetapannya harus
melalui Pengadilan.

Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan di atas maka kasus
di atas dapat dianalisis dengan hukum yuridis karena adanya
ketidakselarasan antara teori dan praktek pelaksanaannya.

Oleh karena peliknya masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti
dan mengkaji melalui skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap
Penetapan Wali Mafqud Tanpa Melalui Putusan Pengadilan di KUA

Kabupaten Ngawi.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah
Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dilihat beberapa

masalah yang muncul:

1. Sebab penetapan wali mafqud yang hanya menggunakan surat
pernyataan dari calon mempelai serta ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan Kepala Desa setempat atau tidak melalui
Pengadilan yang berwenang di KUA Kabupaten Ngawi.

2. Proses penetapan wali mafqud di KUA Kabupaten Ngawi



3. Perpindahan wali nikah ke wali hakim dengan alasan wali mafgud di
KUA Kabupaten Ngawi .

4.  Analisis yuridis terhadap penetapan wali mafgqud di KUA Kabupaten
Ngawi.

5. Implikasi hukum atas penetapan wali yang mafqud tanpa melalui izin
pengadilan terhadap pernikahan yang dilaksanakan di KUA
Kabupaten Ngawi.

Sebagaimana terdapat beberapa masalah yang muncul dari pemaparan

di atas, untuk dapat memberikan penelitian yang jelas dan terarah maka

dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah tertentu:

1.  Deskripsi penetapan wali mafgqud di KUA Kabupaten Ngawi.

2. Analisis yuridis terhadap penetapan wali yang mafgud di KUA

Kabupaten Ngawi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka untuk dapat
menghasilkan penelitian yang jelas dan terarah, maka perlu untuk
merumuskan masalah-masalah yang muncul atas kasus di atas, diantaranya

adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana proses penctapan wali mafqud di KUA Kabupaten
Ngawi?
2.  Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan wali mafgud tanpa

melalui putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi?

Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap penelitian

terdahulu, belum ada bentuk penelitian, buku, jurnal, skripsi, ataupun
karya ilmiah lainnya yang mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan yang
penetapan wali nikahnya mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan. Jadi
dengan adanya penelusuran penelitian terdahulu diharapkan tidak ada
pengulangan materi penelitian yang sama persis.

Adapun berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis dengan
media internet dan perpustakaan dengan menggunakan kata kunci wali
mafqud adalah sebagaimana berikut yang merupakan penelitian sejenis:

1.  Tesis yang ditulis oleh Jalli Sitakar dengan judul Perpindahan Wali
Nasab ke Wali Hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam
Ditinjau dari Figih.

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa perpindahan
wali nasab ke wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam
dan fiqih, dijelaskan yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali

nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk
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oleh Menteri Agama yang diberikan kewenangan untuk bertindak
sebagai wali nikah, dan hak perwalian dapat berpindah karena suatu
hal dari wali nasab ke wali hakim dengan alasan tuna wicara, tuna
rungu, atau uzur, ketentuan ini sejalan dengan figih klasik, dan bahwa
wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah nasab baik agrab
maupun ab’ad tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak
diketahui tempat tinggalnya, ghaib, atau Adhal."’

2. Skripsi yang ditulis oleh Alif Rusydiansyah dengan judul Analisis
Hukum Islam Terhadap Penunjukan Wali Hakim yang Dilakukan
Oleh Kepala KUA Gayungan (Studi kasus terhadap wali hakim ketua
KUA Gayungan Surabaya).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang
dilakukan adalah sah menurut hukum Islam karena dianggap sudah
izin pada wali yang berhak, dan pernikahan dilakukan dengan
menggunakan wali hakim karena alasan adal. Menurut Imam Syafi’i
jika wali ab’ad (jauh) menikahkan seorang wanita kemudian wali
aqrab-nya datang, maka walinya batal. Jika wali dekatnya tidak ada

ditempat, maka hak untuk menjadi wali menjadi hak wali hakim."®

"7 Jalli Sitakar, “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum
Islam Ditinjau dari Figih” (Studi Kasus di Kabupaten Rokan Hulu) (Tesis--UIN Suktas Syarif
Kasim, Riau, 2013), 12.

'S Alif Rusydiansyah, “Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang Dilakukan
oleh Kepala KUA Gayungan (Studi Kasus terhadap Wali Hakim Ketua KUA Gayungan
Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 28.
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3. Skripsi yang di tulis oleh Fathur Razzaq dengan judul Studi Kasus
Pelaksanaan Perkawinaan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan
Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015.

Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan
perkawinan dengan wali hakim dan faktor penyebab digunakannya
wali hakim di KUA Ngemplak Boyolali pada tahun 2013-2015, hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan
dengan wali hakim di sebabkan antara lain, karena walinya ado/, anak
diluar nikah, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, karena
uzur, walinya ihram, wali nasab dipenjara. Sedangkan proses
perkawinan yang menggunakan wali hakim, yakni dengan
mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan ke
Pengandilan Agama yang berwenang.'’

4.  Skripsi yang ditulis oleh Afif Muammar dengan judul Tinjauan
Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan
yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA sewon
dan KUA Kotagede).

Penelitian ini membahas tentang latar belakang KUA Sewon
dan KUA Kota Gede dan dari keduanya manakah landasan yang lebih
kuat yang digunakan dalam menetapkan wali nikahnya menurut

prespektif hukum Islam.

' Fathur Razzaq, “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan
Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015” (Skripsi--IAIN Surakarta, 2017), 17.
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Hasil dari penelitian ini adalah penetapan wali hakim sebagai
wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah
akad nikah orang tuanya di KUA Kecamatan Sewon telah sesuai
dengan hukum Islam dan konsep magasid al-shari’ah*

5. Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Faqih Mursid, Arifin Hamid,
Muamar Bakri berjudul Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan
Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status
hukum bagi mafgud ditinjau dari prespektif hukum Islam dan
penerapan status hak mafgqud di Pengadilan Agama. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa penentuan seorang telah mafqud
adalah berdasarkan pada tanggal, atau waktu ditemuinya bukti kuat
tentang kematian mafqud atau saat hakim memutuskan wafatnya
mafgud.”’

6.  Jurnal yang ditulis oleh Nidaul Khairat, Zulkarnain Harahap, Aberan
dengan judul Penetapan Kematian Hukum Terhadap Orang Yang
Telah Mafqud.

Penelitian ini mengenai pengaturan hukum tentang penetapan
seseorang yang telah hilang atau mafqud dan pertimbangan hakim

untuk memutuskan status orang mafgud atau bukan.

2 Afif Muammar, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan
Yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA sewon Dan KUA Kotagede)”
(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 15.

2! Akhmad Faqih Mursid, et al. “Penyelesaian Perkara Mafgud di Pengadilan Agama”, Jurnal
Analisis, No. 1/Vol. 3 (Juni, 2014), 12.
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Hasil penelitiannya adalah pengaturan tentang mafqud atau
hilangnya seseorang diatur dalam KUHPerdata dan Kompilasi
Hukum Islam dan pembatasan jangka waktu serta mekanisme
melakukan permohonan pengesahan status mafgud-nya seseorang.
Dan pertimbangan hakim untuk memutuskan seseorang mafqud atau
tidak adalah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan jangka waktu
berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.*

7. Skripsi yang ditulis oleh Andriyani dengan judul Pelaksanaan
Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Penelitian ini menekankan pada faktor-faktor yang menjadi
penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, pelaksanaan
perkawinan dengan melalui wali hakim, kemudian kendala dalam
pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Lubuk Kilangan
Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor
pernikahan dengan menggunakan wali hakim di KUA Lubuk
Kilangan adalah, putus wali, atau wali ghaib, dan wali adol
Pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur dan

kendala-kendala yang dialami setalah dilangsungkan perkawinan

** Nidaul Khairat, Zulkarnain Harahap, Aberan, “Penetapan Kematian Hukum Terhadap Orang
Yang Telah Mafgud” (Tesis--UGM, Yogyakarta, 2016), 17.
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ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak
perwaliannya.”

Dari paparan di atas maka dapat diketahui perbedaan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian yang
dilakukan oleh penulis ini lebih menekankan pada mekanisme
penetapan wali yang mafgud, yang kemudian dianalisis menurut
hukum yuridis terhadap penetapan wali mafqud di KUA Kabupaten
Ngawi, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa penelitian
yang akan penulis teliti ini jelas berbeda dengan penelitian

sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian
Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.  Mengetahui proses penetapan wali nikah yang mafqud di KUA
Kabupaten Ngawi.
2. Mengetahui hasil analisis yuridis terhadap penetapan wali nikah yang

mafqudtanpa melalui Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penulisan ini

adalah sebagai berikut:

» Andriyani, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang” (Skripsi--UNAD, Padang, 2011), 14.
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Secara akademisi

Memberikan sumbangsih terhadap Ahazanah keilmuan dalam
bidang hukum keluarga.
Sebagai acuan atau pedoman bagi penelitian yang akan datang

untuk mengkaji lebih mendalam.

Secara praktis

a.

Memberikan masukan terhadap permasalahan penetapann wali
yang mafqud.

Memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan terkait
wali nikah yang mafqud.

Bagi pemerintah dan pembuat Undang-Undang penelitian ini
dapat dijadikan sebagai peninjauan keefektifan pemberlakuan

Undang-Undang.

G. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas arah dan maksud dari penelitian maka dalam

penulisan karya ilmiah ini dirasa perlu untuk memberikan definisi dari

judul penilitian ini, yakni diuraikan sebagaimana berikut ini:

1.

Analisis yuridis: yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum

positif, hukum positif memiliki pengertian sebagai “hukum yang

dibuat oleh manusia”.** Antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam,

* J.J H Braggink, Refleksi Tentang Hukum, terj. Arief Sidharta (Bandung: PT Citra Aditya

Bakti, 1999), 142.
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dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta
ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan.

2. Penetapan Wali Mafgud: yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
mengubah status orang lain atau wali yang memiliki hak untuk
menjadi wali nikah yang belum jelas keadaan dan keberadaannya,
tanpa melalui penetapan Pengadilan (dengan menggunakan surat

pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa).

H. Metode Penelitian
1.  Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi, tepatnya di 4
Kantor Urusan Agama yakni: KUA Kecamatan Kendal, KUA
Kecamatan Paron, KUA Kecamatan Sine, @ KUA Kecamatan
Jogorogo
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
a.  Data tentang proses penetapan wali nikah yang mafgud di KUA
Kabupaten Ngawi.
b.  Data tentang keterangan dari Kepala KUA Kabupaten Ngawi
atas penetapan mafqud yang hanya menggunakan surat
pernyataan mafqud-nya wali dari yang bersangkutan dan

diketahui oleh Kepala Desa setempat.
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3. Sumber Data
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, ada
dua sumber yang digunakan dalam penelitian ini yang dirinci
sebagaimana berikut ini.
a.  Sumber Primer
Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti yang
diperoleh langsung dari sumber data atau lapangan.25 Y akni:
1) Kepala KUA Kecamatan Paron, Kepala KUA Kecamatan
Sine, dan Kepala KUA Kecamatan Jogorogo, Kepala
KUA Kecamatan Kendal di Kabupaten Ngawi.
2)  Dokumen perkawinan yang menggunakan wali hakim
dengan alasan walinya mafqud.
b. Sumber Sekunder
Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel,
karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini,
terdiri dari:
1) Hukum Perkawinan Islam (di dunia Modern) oleh
Mardani
2)  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Amir
Syarifudin

3) Ensiklopedi Hukum Islam oleh Abdul Aziz Dahlan

* Winarni Surahmad, Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik, edisi 7 (Bandung:
Tarsito, 1989,), 134-136.
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4)  Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatatkan
oleh Bagir manan
5)  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh

Abdul Manan

6) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7)  BW (Burgelik wedbook)
8)  Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

4.  Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan
data yang akan diteliti, sebagai berikut:
a.  Wawancara (interview)

Wawancara yang dimaksud dalam teknik ini adalah tanya
jawab antara peneliti dengan narasumber, Kepala KUA
Kecamatan Paron, Kepala KUA Kecamatan Jogorogo, Kepala
KUA Kecamatan Kendal, Kepala KUA Kecamatan Sine di
Kabupaten Ngawi, serta dilakukan secara terarah dan
sistematik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan
data penelitian ini adalah mencari data maupun informasi dari
buku-buku, transkip peraturan-peraturan, dokumen, dan

sebagainya. Dalam metode ini digunakan untuk mengumpulkan
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data yang berkaitan dengan kasus pernikahan di KUA
Kabupaten Ngawi dengan mencari, kemudian mengumpulkan
dan membaca serta mengkaji arsip terkait data KUA serta kasus
perkawinan yang walinya mafqud dengan syarat meggunakan
surat keterangan mafqud dari calon mempelai dan diketahui
oleh Kepala Desa setempat, yang terjadi di KUA Kabupaten
Ngawi.
5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan metode

analisis data sebagai berikut:

a.  Editing

Data yang telah dikumpulkan dan telah disusun,

kemudian diteliti atau dikoreksi untuk dapat melihat apakah
data yang diperoleh dapat mendukung penelitian kasus dalam
penelitian ini atau tidak, serta untuk memeriksa kelengkapan
data.

b.  Organizing

Menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk
mengetahui secara jelas tentang penetapan wali mafqud tanpa
melalui putusan Pengadilan di KUA Kabupaten Ngawi.
6.  Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan

metode deskriptif analisis, yakni penulis menggambarkan secara jelas



21

tentang keadaan suatu objek penelitian.®® Setelah data dari objek
penelitian telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap
objek tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dari
teori-teori tentang mafqud, mekanisme penetapan mafgud, dan
tentang perpindahan wali hakim, kemudian dilihat data tentang
proses penetapan wali mafgud di KUA Kabupaten Ngawi, dan

selanjutnya dianalisis berdasarkan Hukum Positif.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam
memahami alur penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab, yang
masing-masing disusun secara sistematis untuk dapat memberikan
pemahaman yang jelas, mudah bagi pembaca dan dapat mengambil intisari
dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang akan disusun dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisisi tentang landasan teori tentang wali mafqud,
dalam bab ini membahas tentang, konsep wali dalam perkawinan yang

meliputi: pengertian wali dalam perkawinan, syarat-syarat wali dalam

2 Consuelog. Sevila, et al. Pengantar Metode Penelitian, terj. Alimuddin Tuwu (Jakarta: UI Pres,
1993), 71.
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perkawinan, macam-macam wali dalam perkawinan. Prosedur perkawinan
dengan wali hakim. Wali mafgud dalam hukum positif.

Bab ketiga, berisi penjelasan data hasil penelitian di lapangan tentang
penctapan wali mafgud tanpa melalui putusan Pengadilan di KUA
Kabupaten Ngawi. Antaralain: gambaran umum Kabupaten Ngawi, yang
meliputi: tinjauan grafis Kabupaten Ngawi, sejarah singkat Kabupaten
Ngawi, jumlah KUA yang menjadi objek penelitian dan wilayah yang
dinaungi. Prosedur dan proses penetapan wali mafqud di KUA Kabupaten
Ngawi. Serta dasar hukum yang digunakan KUA Kabupaten Ngawi dalam
penetapan wali mafqud.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis yuridis terhadap
hasil data yang diperoleh di lapangan, yang pembahasannya meliputi proses
penetapan wali mafgud yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi dan analisis
yuridis terhadap penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan
di KUA Kabupaten Ngawi.

Bab kelima, pada bab ini terdiri dari penutup yang berisi tentang
kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah dan juga saran yang sesuai dengan permasalahan tersebut.



BABII

KONSEP WALI MAFQUDMENURUT HUKUM POSITIF

A. Wali dalam Perkawinan

1.

Pengertian Wali dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertanggungjawab
dan bertindak untuk menikahkan anak perempuannya dalam suatu
akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni mempelai
laki-laki dan mempelai wanita yang dilakukaan oleh walinya.'
Definisi wali tidak dijelaskan secara bahasa dalam Undang-Undang
Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan perkawinan.” Dalam pelaksanaan perkawinan
sebagaimana yang terdapat pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) harus ada:

a. Calon Suami;

b. Calon Istri;

c. Wali nikah,;

d.  Dua orang saksi;

e. Ijab dan qabul.’

" Arif Jamaludin, Hadis Hukum Keluarga, cet. 1 (Surabaya, UINSA press, 2014), 56.
* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

3 Ibid., 5.

23
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Kedudukan wali nikah dalam Hukum Positif dijelaskan
sebagaimana dalam pasal 19 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagian 3
tentang wali nikah yang berbunyi: “wali dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita
yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam Kompilasi Hukum
Islam juga dijelaskan tentang perkawinan yang dilangsungkan tanpa
wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak maka dapat
dibatalkan perkawinannya, hal ini termaktub dalam pasal 71 point
(e), yang berbunyi: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila
perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak.*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
menyinggungg tentang adanya wali dalam perkawinan, yang
disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah orang tua yang
kedudukannya sebagai orang yang dimintai izin dalam
melangsungkan perkawinan. Meski adanya wali tidak disebutkan
dalam Undang-Undang Perkawinan pada syarat dan rukun nikah,
namun Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam
pembatalan perkawinan.” Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 26
ayat (1), “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat

nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

*Ibid., 22

> Arif Jamaludin, Hadis Hukum Keluarga ..., 62.
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dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus
ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.°

Kedudukan perizinan orang tua dalam perkawinan juga
dijelaskan dalam pasal 35 KUHPerdata menyatakan bahwa seorang
anak yang masih minderjarig, ia diwajibkan untuk memperoleh izin
dari orangtuanya, akan tetapi apabila salah satu atau keduanya tidak
mau memberikan izin maka dapat digantikan dengan izin hakim.
Sementara itu izin dari orang tua yang tidak dipecat dari kekuasaan
orang tua atau perwalian itu tidak dapat digantikan dengan izin
hakim. Begitu juga dengan anak yang sudah meerderjarig, tetapi
belum mencapai umur 30 tahun untuk dapat melangsungkan
perkawinan masih diharuskan meminta izin orang tuanya dan dapat
mengajukan permohonan perantaraan Pengadilan Negeri.’

Pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan juga disinggung
dalam pasal 18 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan
Perkawinan yang menjelaskan tentang akad nikah harus dilakukan

atau dilaksanakan oleh wali nasab, yang berbunyi sebagaimana

berikut: “akad nikah dilakukan oleh wali nasab”.

6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7 Soetejo Prawiro Hamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En
Familie-Recht), cet.4 (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 23-24.
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2. Syarat-Syarat Wali dalam Perkawinan

Adapun yang dapat berindak sebagai wali nikah untuk
melangsungkan akad nikah dari mempelai perempuan adalah:®
a.  Laki-laki
b.  Dewasa
c.  Mempunyai hak perwalian
d.  Tidak terdapat halangan perwaliannya.

e.  Berakal Schat, hanya orang-orang yang berakal sehat yang
dapat dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya.’

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang syarat wali
nikah dalam pasal 20 (1), yakni laki-laki yang memenuhi syarat
hukum Islam antara lain: Muslim, aqil dan baligh."

PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan juga
menjelaskan tentang syarat wali, peraturan ini secara jelas
menyebutkan tentang syarat-syarat wali nasab yang berhak
menikahkan:

a.  Laki laki

b.  Beragama Islam

® Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1994 Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004), 62-
63.

° Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet.4 (Yogyakarta:
Liberty 1999), 43.

' Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
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c.  Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
d.  Merdeka dan
e. Adil

3. Macam-macam Wali dalam Perkawinan

Wali nikah dalam perkawinan dapat disebut juga sebagai wali
nafsi, wali nafsi terbagi dalam dua bagian, pertama; wali 7jbar, yaitu
orang yang berkuasa untuk melakukan akad nikah tanpa harus
melibatkan orang yang yang dikuasainya. Kedua; wali sharikah dan
Ikhtiyar, yaitu orang yang diberikan kuasa untuk menikahkan
seseorang, setelah melibatkan orang yang dikuasainya.''

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kedudukan
seorang wali yakni dalam pasal 19 “wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang
bertindak untuk menikahkannya”. Kompilasi Hukum Islam juga
menjelaskan tentang macam-macam wali yang terdapat dalam pasal
20 ayat (2) yang terdiri dari:'?

a.  Wali Nasab
Wali nasab merupakan orang yang mempunyai perwalian
karena sebab hubungan darah, sebagaimana yang terdapat
dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang

Wali Hakim dijelaskan bahwa “wali nasab, adalah pria

" Muhammad Ra’fat ‘Utsman, Figih Kitabah dan Nikah, terj. Achmad Zaeni Dahlan (Depok:
Fathan Media Prima, 2017), 80.
"2 Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon
mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam”
termaktub dalam pasal 1 ayat (1).

Sedangkan yang dimaksud dengan “wali hakim, adalah
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh
Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon
mempelai wanita yang tidak mempunyai wali” terdapat dalam
pasal 1 ayat (2) PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Wali nasab dibagi menjadi dua yakni wali nasab agrob
yaitu: wali nasab yang lebih dekat derajad perwaliannya, dan
wali nasab ab’ad yaitu wali nasab yang derajad perwaliannya
jauh atau terhalang oleh wali nasab yang derajad perwaliannya
lebih dekat.

Urutan kedudukan wali nikah diatur dalam pasal 21 ayat
(1) KHI dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok yang satu
didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni
ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;

2)  Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki

mereka;
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4)  Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-
laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nikah dapat berpindah pada drajat berikutnya
dengan sebab-sebab tertentu adapun perpindahan wali nasab
aqrob ke wali nasab ab’ad adalah disebabkan sebagaimana
alasan berikut ini:

1) Jika wali agrob-nya non muslim
2) Jika wali agrob-nya fasik

3) Jika wali agrob-nya belum dewasa
4)  Jika wali agrob-nya gila

5) Jika wali agrob-nya biswtuli"

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan
wali nikah berpindah pada derajat berikutnya apabila wali yang
lebih berhak tidak memenuhi syarat: “apabila wali yang paling
berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah
atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna
rungu, atau sudah uzur maka hak wali bergeser pada wali nikah

yang lain menurut derajat berikutnya”.'*

" Tihami, Figih Munakahah, dalam skripsi Alif Rusydiansyah, “Analisis Hukum Islam terhadap
Penunjukan Wali Hakim yang Dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan (Studi Kasus terhadap
Wali Hakim Ketua KUA Gayungan Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),

29.

' Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.
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Wali Hakim
wali hakim adalah wali pejabat yang diangkat oleh

pemerintah untuk mencatat pendaftaran perkawinan bagi

wanita yang tidak memiliki wali ataupun walinya adal

Sejalan dengan ini PMA No. 30 Tahun 2005 yang menjelaskan

tentang Wali Hakim adalah “Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak

sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak

mempunyai wali”.'®
Ketentuan tentang wali hakim dapat menjadi wali dalam
perkawinan juga diatur dalam Pasal 12 PMA No. 19 Tahun

2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagaima berikut'”:

1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana
dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) akad dilaksanakan oleh
wali hakim.

2)  Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat
oleh Kepala KUA Kecamatan.

3) Wali hakim sebagimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat bertindak sebagai wali apabila:

a)  Wali nasab tidak ada;

b)  Wali adol;

' Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 97.
' PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
"7 Pasal 12 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
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c)  Wali tidak diketahui keberadaannya;
d) Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa
tahanan; atau
e)  Wali nasab tidak ada yang beragama Islam.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wali
hakim sebagai wali nikah sebagaimana berikut:

1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan,
atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau ghaib, atau
adol.

2)  Dalam hal wali ado/ hakim baru dapat bertindak sebagai
wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut.'®
Pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

juga mengatur tentang wali hakim baru dapat bertindak sebagai

wali nikah ketika wali tidak dapat memenuhi persyaratan atau
tidak dapat hadir, ‘“bagi calon mempelai wanita yang akan
menikah di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia, tidak
mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak
memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adal,
maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”. Pasal 2

ayat (2) Khusus untuk menyatakan adalnya wali sebagaimana

" Tim permata prees, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan dan
Perwakatan (t.tp.: Permata Prees, t.t.), 8.
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tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi

tempat tinggal calon mempelai wanita."

Adapun syarat-syarat hakim untuk bertindak sebagai wali

nikah adalah:

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali

2)  Wali mafqud (hilang)

3) Wali sendiri yang menjadi mempelai pria

4)  Wali berada ditempat yang jauh sejauh 92,5 Km

5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh
dijumpai

6) Wali ado/wali menolak untuk menikahkan

7)  Wali dalam keadaan melaksanakan haji dan atau umrah.*

B. Prosedur Perkawinan dengan Wali Hakim

Tata cara pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim karena alasan

walinya mafqud dengan prosedur sebagaimana berikut ini:

1.  Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk

2. Pemohon hendaknya membeli formulir permohonan wali

3. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran dan KTP

' Kementerian Agama, “PMA No. 30 Tahun 2005”, dalam https;// Kemenag .go.id/ PDF PMA
No. 30 Tahun 2005, diakses pada 23 Juni 2018.

* Buku pedoman KUA dalam skripsi Alif Rusydiansyah, “Analisis Hukum Islam terhadap
Penunjukan Wali Hakim yang Dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan (Studi Kasus terhadap
Wali Hakim Ketua KUA Gayungan Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),

40.
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Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu

Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan
usaha-usaha mencari telah dibuat laporan seperti laporan polisi syarat
sumpah atau pengesahan penghulu

Dua orang saksi yang dihadirkan dalam kelangsungan akad nikah di
depan pegawai pencatat nikah.’

Prosedur dan syarat permohonan nikah yang diatur dalam PMA No.

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana berikut:

1.

2.

Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya;

Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan
asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa atau Lurah atau nama
lainnya;

Persetujuan kedua calon mempelai;

Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa
atau pejabat setinggkat;

Izin tertulis orang tua atau wakil bagi calon mempelai yang belum
mencapai usia 21 tahun;

Izin dari pengadilan, dalam hal wali ado/,

Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai
umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16

tahun.

2 Ibid., 40-41.



10.

11.

12.
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Suarat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai
anggota TNI/POLRI;

Keputusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri
lebih dari seorang;

Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi
mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat
oleh Kepala Desa atau Lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perkawinan negara bagi
warganegara asing.

Kemudian dijelaskan juga pada pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun

2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagaimana berikut: “wali tidak

diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

didasarkan atas surat pernyatan dari calon pengantin yang diketahui oleh

Lurah atau Kepala Desa setempat”.

Wali Mafgud dalam Hukum Positif

Adapun pembahasan tentang wali mafqud terkait dengan pernikahan

tidak disinggung secara spesifik dalam prespektif hukum positif. hukum

positif hanya membahas tentang orang yang hilang atau mafgud secara

nasional. Adapun penjelasan terkait dengan mafqud sebagaimana berikut:
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Pengertian Mafqud

Maftgud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam
istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya
dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya

apakah masih hidup atau sudah mati.*

Sedangkan menurut
KUHPerdata tidak lagi menggunakan istilah mafgud melainkan
menggunakan istilah orang yang diperkirakan telah meninggal
dunia.”® Pasal 467 KUHPerdata dijelaskan bahwa “tentang ketidak
jelasan keberadaan seseorang apabila ia meninggalkan tempat
tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakili urusannya maka
pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kejelasan status orang yang
tidak hadir tersebut”.
Status Hukum Mafqud
Ada 2 Macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan
dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud:
a.  Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat,
yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana
dalam kaidah: “Thabitu bil bayyinati kathabinati bil

mu‘ayyanah’, artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan

yang tetap berdasarkan kenyataan”. Misalnya ada 2 orang yang

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006),

1037.

» Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPerdata.
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adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa
yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka
hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk
memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian
halnya, maka si mafgud sudah hilang status mafqud-nya. la
ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. Dalam KUHPerdata
pasal 468 dijelaskan bahwa:
“jika tentang ketidak kehadiran seseorang tidak datang
menghadap atas panggilan Pengadilan, baik orang yang
dalam keadaan tidak hadir atau orang lain yang cukup
menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka
Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan, boleh
menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah
meninggal dunia, terhitung sejak hari ia meninggalkan
tempat tinggalnya, atau sejak berita terakhir tentang
keadaannya”.
Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau
berdasarkan kadaluarsa. Dalam KUHPerdata pasal 467
dijelaskan tentang tenggang waktu orang yang hilang dapat
dimintakan putusan Pengadilan tentang status orang tersebut
bila orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa
memberi  kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan
pengelolaannya, dan apabila telah lampau lima tahun sejak
kepergiannya atau sejak berita terakhir tentang keberadaannya.
Sedangkan dalam pasal 470 seorang yang telah hilang dan

memberikan kuasa pada orang lain untuk mewakilinya tentang

segala urusan-urusannya maka jangka waktu yang dapat
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dimintakan putusan Pengadilan untuk status hukum dugaan
matinya adalah dalam jangka waktu sepuluh tahun dari
perginya orang tersebut atau dari kabar terakhir tentang
keberadaan dan keadaan orang tersebut.
c.  Mekanisme penetapan Mafgud
Penetapan status orang lain berarti sama dengan
mengubah atau mengganti status orang lain. sechubung dengan

hal ini, maka pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang

perubahan status maupun identitas seseorang, sebagaimana
yang berbunyi, “tidak seorangpun dapat
merubah/mengganti/menambah  identitasnya tanpa izin

Pengadilan™.**

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang orang mafqud
yang terdapat dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagian ke
tujuh (7) tentang pencatatan kematian yang berbunyi, “dalam
hal terjadi ketidakjelasan keberadaan orang karena hilang atau
mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh
pegawai pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya

penetapan Pengadilan”.

** Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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Dalam hal pengadministrasian penduduk terdapat
ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan
Perundang-Undangan tersebut: yakni terdapat dalam pasal 93
setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau
dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda
paling banyak Rp 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan
pasal 96 “setiap orang atau badan hukum yang menerbitkan,
atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (f) dipidana paling
lama 10 ( sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*®

* Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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PENETAPAN WALI MAFQUD DI KUA KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

1.

a.

Tinjauan Grafis

Letak geografis

Kabupaten Ngawi berada di wilayah bagian Barat
Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi
Jawa Tengah, apabila dilihat dari faktor geografi Kabupaten
Ngawi terletak pada posisi 110 ° 10°-11140” Bujur Timur dan
721’-731° Lintang Selatan, denagn Luas kabupaten Ngawi
adalah 1.298,58 km?.

Dari luas wilayah kabupaten Ngawi yang berkisar
1.298,58 km?, sekitar 39 persen dari luas wilayah tersebut atau
sekitar 504,76 km?, berupa lahan sawah. Berdasarkan peraturan
daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara
administrasi wilayah Kabupaten Ngawi terbagi menjadi 19
kecamatan dan 217 desa.

Topografi wilayah Kabupaten Ngawi

Topografi wilayah Kabupaten Ngawi adalah berupa
dataran tinggi dan tanah datar. Terdiri dari empat (4)
kecamatan yang terletak pada dataran tinggi yaitu Kecamatan

Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo, dan

39
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Kecamatan Kendal yang berada pada kaki Gunung Lawu. Dari
sembilan belas (19) Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi
terdapat dua (2) kecamatan yang memiliki wilayah paling luas
yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kedunggalar,
yakni memiliki luas wilayah sebesar 138,29 km? atau 10,67
persen dan 129,65km? atau 10,00 persen.
Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut
Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora,
(Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
1) Sebelah Timur: Kabupaten Madiun
2) Sebelah Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten
Magetan
3) Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten
Sragen (Provinsi Jawa Tengah). )
2. Sejarah Singkat Kabupaten Ngawi
Kata Ngawi berasal dari kata “awi”’, bahasa Sansekerta yang
berarti bambu dan mendapat imbuhan kata “ng” sehingga menjadi
Ngawi banyak terdapat pohon bambu di sekitar pinggir Bengawan
Solo dan Bengawan Madiun. Sebagaimana juga dengan nama-nama
tenpat/daerah lain yang diambil dari nama tumbuhan. Nama Ngawi

mempunyai kata dasar “aws’ atau bambu dan kemudian mendapat

'Pemerintah Kabupaten Ngawi, ‘Sejarah Kabupaten Ngawi dalam
https://id.m.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten Ngawi, diakses pada 20 Juni 2018.
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tambahan huruf sengau “ng” menjadi “Ngawi”.? Tanaman “bambu”

atau “awi’ ini mempunyai arti nilai tersendiri bagi masyarakat

sebagaimana berikut:>

a.  Dalam kehidupan sehari-hari bambu memiliki peran penting
terlebih dalam hal pembangunan.

b.  Merupakan tempat suci bagi agama Budha; Candi Ngawen dan
Candi Mendut yang disebut sebagai Wenu Wana Mandira atau
Candi Hutan Bambu (7emple of The Bamboo Grove) yang
merupakan bangunan suci agama Budha.

c. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia “awi” atau “Bambu
mempunyai nilai sejarah, yaitu dalam bentuk “bambu runcing”
yang menjadi salah satu senjata untuk mengusir penjajah.

3.  Jumlah KUA yang Menjadi Objek Penelitian dan Wilayah yang

Dinaungi.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik
sampling pada penelitian kualitatif untuk menentukan sampel dalam
penelitian ini. Untuk menentukan sampel dari populasi dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan
memilih 4 KUA dari 19 KUA di Kabupaten Ngawi. Antaralain; KUA
Kecamatan Kendal, KUA Kecamatan Paron, KUA Kecamatan Sine

dan KUA Kecamatan Jogorogo. Penulis mengambil 4 lokasi

2 .

Ibid.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, “Sejarah Kota Ngawi’, dalam
www.Ngawitourism.com/2-Sejarah-kota-Ngawi.html, diakses pada 25 Juni 2018.
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penelitian di KUA tersebut dengan alasan; keempat KUA tersebut
dapat terbuka memberikan informasi, dan merupakan KUA terdekat
yang di tempuh dengan cepat mengingat terbatasnya waktu dan biaya
serta tenaga.
Berikut ini adalah daftar nama KUA setiap Kecamatan dan
wilayah yang menjadi wewenang setiap KUA di Kabupaten Ngawi:
a. KUA Kecamatan Jogorogo
Wilayah yang menjadi wewenang atau naungan KUA di
Kecamatan Jogorogo antaralain: Kelurahan/Desa Brububh,
Kelurahan/Desa ~ Dawung,  Kelurahan/Desa  Girimulyo,
Kelurahan/Desa  Jaten, Kelurahan/Desa  Jogorogo,
Kelurahan/Desa Kletekan, Kelurahan/Desa Macanan,
Kelurahan/Desa  Ngrayudan Kelurahan/Desa  Soco,
Kelurahan/Desa  Talang,  Kelurahan/Desa  Tanjungsari,
Kelurahan/Desa Umbulrejo.
b. KUA Kecamata Kendal
Wilayah yang menjadi wewenang atau naungan KUA di
Kecamatan Kendal antaralain: Kelurahan/Desa Dadapan,
Kelurahan/Desa  Gayam, Kelurahan/Desa Karanggupito,
Kelurahan/Desa  Karangrejo,  Kelurahan/Desa  Kendal,
Kelurahan/Desa Majasem, Kelurahan/Desa Patalan,
Kelurahan/Desa Ploso, Kelurahan/Desa Sidorejo,

Kelurahan/Desa Simo.
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c.  KUA kecamatan Paron
Wilayah yang menjadi wewenang atau naungan KUA di
Kecamatan Paron antaralain: Kelurahan/Desa Babadan,
Kelurahan/Desa Dawnu, Kelurahan/Desa Gelung,
Kelurahan/Desa  Gentong, Kelurahan/Desa  Jambangan,
Kelurahan/Desa Jeblogan, Kelurahan/Desa Kebon,
Kelurahan/Desa Kedung Putri, Kelurahan/Desa Ngale,
Kelurahan/Desa Paron, Kelurahan/Desa Semen, Kelurahan/Desa
Sirigan, Kelurahan/Desa Teguhan, Kelurahan/Desa Tempuran
d. KUA Kecamatan Sine
Wilayah yang menjadi wewenang atau naungan KUA di
Kecamatan  Sine antaralain: Kelurahan/Desa  Gendol,
Kelurahan/Desa  Girikerto, = Kelurahan/Desa  Hargosari,
Kelurahan/Desa Jagir, Kelurahan/Desa Kauman,
Kelurahan/Desa  Ketanggung, Kelurahan/Desa  Kuniran,
Kelurahan/Desa Ngrendeng, Kelurahan/Desa Pandansari,
Kelurahan/Desa Pocol, Kelurahan/Desa Sine, Kelurahan/Desa
Sumberejo, Kelurahan/Desa Sumbersari, Kelurahan/Desa,

Kelurahan/Desa Wonosari.*

*Pemerintah Kabupate Ngawi, “Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Ngawi®, dalam
http://www.orgganisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kot a-
kabupaten-ngawi-jawa-Timur-jatim, diakses pada 21 Juni 2018.
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Pengertian dan Proses Penetapan Wali Mafgud di KUA Kabupaten Ngawi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kabupaten Ngawi,
Pengertian mafgud diartikan sebagai orang yang hilang, tidak diketahui
alamatnya maupun keberadaanya.” Pengertian mafgud dalam perkawinan
diartikan sebagai putus komunikasi, atau tidak diartikan sebagai
kemungkinan meninggal dunia.®

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, prosedur
pernikahan dengan wali hakim karena walinya Mafgud adalah sebagaimana
peraturan pernikahan pada umumnya, yakni sesuai penjelasan yang
terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan (2) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang
Pemberitahuan Kehendak Nikah. Namun apabila walinya mafgud maka
persyaratannya ditambah dengan surat pernyataan bahwa walinya benar-
benar mafqud dari yang bersangkutan atau yang berkepentingan,
misalnya ibu mempelai menyatakan bahwa wali dari mempelai telah
mafqud kemudian ditandatangani oleh kepala desa, pemohon yang

bersangkutan, dan Kepala KUA yang bersangkutan.’

> Hari A’sadi, Wawancara, Ngawi, 04 Juni 2018.
6 Anshori, Wawancara, Ngawi, 06 Juni 2018.

" Ibid.
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Dasar Hukum yang Digunakan Kepala KUA Kabupaten Ngawi dalam
Penetapan Wali Mafqud

Untuk mendapat sumber informasi tentang pernikahan terkait dengan
wali mafgud, peneliti mendatangi empat (4) KUA dari sembilan belas (19)
KUA yang ada di Kabupaten Ngawi dan melakukan wawancara dengan
Kepala KUA antara lain: Kepala KUA Kendal, Kepala KUA Paron, Kepala
KUA Jogorogo, Kepala KUA Sine.

Berikut ini adalah alasan dan dasar-dasar hukum yang digunakan
beliau dalam penetapan wali mafqud yang cukup dengan surat keterangan
dari desa setempat anatara lain sebagai berikut:

1. KUA Kendal
Berdasarkan wawancara yang dilakukan di KUA Kendal dengan

Bapak Anshori, S. Ag selaku Kepala KUA di Kecamatan Kendal

pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan

Kendal karena alasan walinya mafgud dan dibuktikan dengan surat

pernyataan mafgud dari Kepala Desa adalah perkawinan yang

dilakukan antara, Dwi Purwanto dengan Sri Rohayu yang
dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2014 (093/28/X1/2014),

Suprianto dengan Sumartini yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli

2015 (0421/26/V/2015).

Perkawinan dengan alasan walinya mafqud yang menggunakan
surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa, dengan disertai surat

pernyataan wali mafgqud dari yang bersangkutan, Kepala KUA
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berpendapat, ‘jika walinya mafqud dan ke-mafqudan-nya dapat

dibuktikan maka pernikahannya langsung dengan wali hakim, dan

hanya perlu surat pernyataan tentang mafqud tanpa harus melalui
putusan Pengadilan™. Berikut dasar hukum yang dipakai Kepala

KUA Kendal:

a.  Apabila wali nikah dari mempelai perempuan yang paling
berhak untuk menikahkan telah mafqud, maka wali nikahnya
jatuh pada wali hakim, karena dalam figih Imam Syafi’i
berpendapat jika walinya masih ada atau tidak dinyatakan
meninggal dunia maka yang berhak menjadi wali dalam
perkawinan adalah wali hakim. Dalam Figih disebut istija’.

b.  Menurut Imam Syafi’i wali nikah dipahami sebagai /ithigah
tertib wali yang ada secara berurutan karena apabila wali nikah
yang berhak tidak dapat dibuktikan kematiannya maka
perwaliannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun kecuali wali
hakim. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki wali nikah
dipahami sebagai Lilidman dapat diwakili oleh siapapun yang
hadir dalam tata urutan perwalian. Namun karena mayoritas
Indonesia adalah penganut Syafi’iyah maka perwaliannya jatuh
pada wali hakim.

c.  Dalam konteks pernikahan, mafgud ditafsiri sebagai putusnya

komunikasi, dianggap masih hidup atau tidak ditafsiri sebagai

8 Ibid.
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meninggal dunia. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang dimaksud
hilang dalam Undang-Undang ini dapat ditafsiri hilang tidak
diyakini mati atau dapat dimintakan kejelasan status
kematiannya melalui Pengadilan. Peraturan dalam Undang-
Undang ini lebih cenderung pada sengketa waris. KUA
menganjurkan untuk membuat surat pernyataan mafqud
kemudian dikuatkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa
tentang walinya, karena KUA menganggap pihak Desa adalah
pemerintah paling bawah yang berhak dan mengetahui terhadap
informasi tentang keadaan warganya.

Dalam hukum ada dua hal tentang kematian seseorang
yakni mati secara haqgigi dan mati secara Aukmi, yang dimaksud
dengan mati secara haqigi adalah mati yang diketahui atau
dapat diketahui jenazahnya sedangkan mati Aukmi adalah mati
yang tidak dapat dibuktikan jenazahnya atau mati berdasarkan
putusan Pengadilan yang biasanya terjadi dalam konteks waris.
Mafqud dalam perkawina menurut pendapat Imam Taqiudin
dalam kitab kifayatu al-akhyar dengan mengutip pendapat dari
Imam Malik, apabila wali nikah mafgudterdapat tiga alternatif:
1)  Menunda nikah
2)  Mengangkat wali hakim

3)  Orang yang faqih
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Menurut Imam Tagqiudin orang yang mafgud dalam ranah
perkawinan tidak disimpulkan dalam kematian tapi putus
komunikasi.” Menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang menjelaskan tentang wali nikah, apabila wali nikahnya
mafqud maka wali hakim yang berhak menjadi wali nikahnya.
Begitu juga keterangan yang ada dalam PMA No. 30 Tahun
2005.

Pembatalan nikah secara fighiyah, dapat dilakukan
apabila ada syarat nikah yang dilanggar. Dan dimungkinkan
menggunakan keputusan Pengadilan dengan melihat konteks
terlebih  dahulu  apabila  kemungkinan  diduga ada
sengketa/kejanggalan maka dianjurkan ke Pengdilan Agama.

2. KUA Paron

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di KUA Paron dengan
Bapak Musthofa, M. Pdi selaku Kepala KUA di Kecamatan Paron
bahwa perkawinan dengan wali wali hakim karena alasan walinya
mafqudyang terjadi di Kecamatan Paron dan dibuktikan dengan surat
keterangan mafqud adalah perkawinan yang dilakukan antara: Deri
Nayu Abastian dengan Ega Rusmawati yang menikah pada tanggal
19 September 2015 (/0471/025/1X/2015), Angga Freda Wahyu Tiyo

dengan lis Sofyani, pada tanggal 27 Januari 2016 (/45/45/1/2016), M

? Imam Tagqiyyudin, et.al, Kifayatu al-Akhyar (t.tp.: Cv Pustaka Assalam, t.t), 30.
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Ardiyanto dengan Pita Yulanti yang dilaksanakan pada tanggal 09
Februari 2016 (/0058/010/11/2016).

Dia berpendapat bahwa prosedur “perkawinan yang wali
nikahnya mafqud maka prosedur perkawinan dengan membuat surat
pernyataan bahwa walinya benar-benar mafqud kemudian mengetahui
kepala desa”’’ dan apabila walinya mafgud maka yang berhak
menjadi wali wali hakim dengan dasar pasal 23 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) tentang Wali Hakim.

Dasar yang digunakan KUA untuk meminta surat keterangan
wali mafqud kepada kepala desa adalah KUA menganggap pihak
Desalah yang berwenang dalam hal mengenai keadaan penduduknya.
Kemudian dari pihak KUA menganjurkan untuk meminta keterangan
dari Desa tentang pernyataan mafqud-nya wali.

3.  KUA Jogorogo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan
Jogorogo dengan Bapak Huda S. Ag selaku wakil dari Kepala KUA
Jogorogo, perkawinan dengan wali mafqud di Kecamatan Jogorogo
dengan menggunakan wali hakim dan dibuktikan dengan surat
keterangan mafqud adalah perkawinan yang dilakukan antara: Arid
Susanto dan Sri Wahyuni yang dilaksanakan pada tanggal 29 April

2017 (/105/28/1V/2017), Ardi Prasetyo dengan Novi Puspitasari yang

' Musthofa, Wawancara, Ngawi, 07 Juni 2018.
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dilaksanakan pada 09-September-2017 (/230/29/1X/2017), Mafik
Rida Riawan dengan Aryani Ramadani yang dilaksanakan pada
tanggal 15 April 2017 (/ 90/13/1V/2017).

Dia berpendapat bahwa, apabila walinya mafqud maka wali
nikahnya langsung menggunakan wali hakim dengan dasar hukum
yang digunakan adalah PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali
Hakim dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah dengan beberapa sebab tertentu.
Salahsatu alasannya adalah walinya mafgud karena berdasarkan
keterangan dari mempelai dan keluarga yang berkepentingan bahwa
orang tuanya atau walinya tidak diketahui tentang hidup maupun
matinya. Dengan begitu secara hukum maka dianggap masih hidup,
oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2005
apabila wali mafqud tidak diketahui keberadaannya maka
perwaliannya berpindah pada wali hakim. KUA menyarankan untuk
meminta surat keterangan mafqud dari desa karena KUA
menganggap Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan untuk
mengeluarkan surat pernyataan tentang warganya. H

4. KUA Sine

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan

Sine dengan Bapak Hari As’adi, S. Ag selaku Kepala KUA di

Kecamatan Sine, perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Sine

1 Huda, Wawancara, Ngawi, 04 Juni 2018.
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karena alasan walinya mafqud yang dibuktikan dengan surat
keterangan atau pernyataan mafqud, adalah perkawinan yang
dilakukan antara: Agus Siswanto dengan Farista Ayunda yang
dilaksanakan pada tanggal 24 Januari (2015,/21/23/1V/2015)

Dia berpendapat bahwa apabila ada mempelai wanita yang wali
nikahnya mafgud maka berdasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) tentang Wali Hakim yang menjelaskan bahwa wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita
apabila wali berhalangan hadir atau ghaib, atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau mafqud.

Prosedur untuk perkawinan mempelai wanita yang walinya
maftqud adalah “dengan membuat pernyataan bahwa wali nikahnya
mafqud, dengan ditandatangani oleh yang berkepentingan dan
bermaterai, kemudian meminta surat keterangan wali mafqud, dan
surat keterangan wali hakim dengan alasan mafqud dari desa’"?,
Dasar yang digunakan dengan menggunakan surat keterangan dari
desa adalah pada pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang
Pencatatan Perkawinan, Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai
wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali, walinya
berhalangan, dan tidak dapat hadir.

Peraturan yang berkaitan dengan status keberadaan seseorang

diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

 Hari As’adi, Wawancara, Ngawi, 04 Juni 2018.
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Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang tersebut
membahas tentang penetapan status mafqud seseorang harus melalui
Penetapan Pengadilan. Kepala KUA belum mengetahui tentang
adanya Undang-Undang tersebut, Kepala KUA berpendapat bahwa
Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur secara
nasional bukan khusus pada perkawinan, jadi karena Undang-Undang
tersebut telah lama dibuat dan sampai sekarang belum ada yang
menerapkan wali mafqud harus melalui putusan Pengadilan, maka

akan sulit dilaksanakan.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI MAFQUD TANPA
MELALUI PUTUSAN PEGADILAN DI KUA KABUPATEN NGAWI

A. Proses Penetapan Wali Mafqud di KUA Kabupaten Ngawi

Wali dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang penting sebagai
salah satu alasan absahnya suatu perkawinan, hal ini diatur baik dalam
hukum Islam maupun hukum positif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
yang menyebutkan “suatu pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan
ketentuan agama masing-masing”. Wali dalam perkawinan merupakan
rukun yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 19
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wali dalam perkawinan terdiri dari wali nasab, dan wali hakim. Wali
hakim baru dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan apabila wali
nasab tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya
(mafgud), ghaib atau adol' Namun dari beberapa sebab terjadinya
perpindahan wali nasab ke wali wali hakim, nampaknya yang kurang
mendapatkan perhatian adalah tentang ketentuan penetapan wali nasab

yang mafqud.

! Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

53
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Adapun kasus yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi apabila
walinya mafqud maka yang menjadi wali dalam perkawinan adalah wali
hakim yakni Kepala KUA atau PPN yang berwenang.

Adapun untuk Proses penetapan wali mafgud yang terjadi di KUA
Kabupaten Ngawi yakni dengan syarat membuat surat pernyataan mafqud
dari pihak yang bersangkutan baik dari mempelai wanita atau ibu dari
mempelai wanita, kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa serta
membawa saksi ke KUA untuk memberikan kesaksian tentang wali yang
mafqud, dan disertai dengan surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa.
Hal ini memang digunakan secara nasional, termasuk empat (4) KUA yang
menjadi sampel penelitian dalam karya ilmiah ini, antara lain KUA Kendal,
KUA Sine, KUA Paron, KUA Jogorogo, sebagaimana yang telah dijelaskan
di atas, proses penctapan wali mafqud yang terjadi diempat (4) KUA
tersebut di atas, yakni dengan menggunakan surat pernyataan mafqud-nya
wali yang dibuat oleh pihak mempelai wanita, atau ibu dari mempelai
wanita dan diketahui dari pihak Kepala Desa. Kemudian meminta surat
keterangan wali hakim kepada Kepala Desa, atau tidak melalui putusan
Pengadilan.

Pernyataan status mafqud yang tidak diajukan ke Pengadilan, cukup
dengan membuat surat pernyataan mafgud kemudian ditandatangani oleh
kepala desa yang terjadi di KUA Kabupaten Ngawi, dalam hal ini Kepala
KUA berlandaskan hukum oleh karena pihak desa mempunyai kewenangan

tentang keadaan penduduknya, dan Kepala KUA berpendapat mafqud
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dalam perkawinan ditafsiri sebagai putus komunikasi, bukan ditafsiri
sebagai meninggal dunia dan karena Undang-Undang Perkawinan beserta
peraturan-peraturan lain mengenai perkawinan tidak mengatur penetapan

wali mafgudharus melalui putusan Pengadilan.?

B. Analisis Yuridis terhadap Dasar Hukum Penetapan Wali Mafgud tanpa
Melalui Putusan Pengadilan di Kua Kabupaten Ngawi

Wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi
maka kedudukannya dapat mempengaruhi kabsahan pernikahan, menurut
M. Yahya Harahap. Sebagaimana bunyi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai
keabsahan pernikahan itu dipengaruhi karena 2 hal yakni, “pernikahan itu
sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing” dan
pernikahan sah menurut negara jika dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah
(PPN) yang berwenang.

Kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan diperlukan karena
mempengaruhi absahnya suatu perkawinan, dan dapat mempengaruhi
ikatan hukum keperdataan antara kedua mempelai serta anak-anaknya
kelak. Hukum positif menjelaskan tentang kedudukan wali dalam
perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 KHI (Kompilasi
Hukum Islam) bagian 3 tentang wali nikah yang berbunyi “wali nikah

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

% Anshori, et.al, Wawancara, Ngawi, 04 Juni 2018.
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mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali dalam

perkawinan mempunyai kedudukannya masing-masing sebagaimana yang

diatur dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibagi

menjadi empat kelompok, Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok

yang lainnya, yaitu:

1. kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari
pihak ayah, dan seterusnya;

2. kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

3.  kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

4.  kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Penjelasan lebih lanjut tentang wali dalam perkawinan diatur pada
pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “apabila wali yang paling
berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh
karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur
maka hak wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat
berikutnya”.’ Penetapan terkait wali hakim dapat bertindak sebagai wali
nikah dan harus melalui penetapan Pengadilan dijelaskan dalam pasal 23

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

* Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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1.  Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, atau tidak diketahui
tempat tinggalnya, atau ghaib, atau adol.

2. Dalam hal wali ado/ hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adapun kedudukan wali hakim dalam pernikahan juga diatur dalam
PMA No. 30 Tahun 2005, wali hakim dapat menjadi wali dalam
perkawinan apabila walinya mafqud, adol, dan tidak memenuhi syarat.
PMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dan pada pasal 12
PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, juga mengatur
tentang wali hakim, “wali hakim baru dapat bertindak, apabila mempelai
tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, tidak
diketahui alamatnya, berhalangan atau adal’. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wali Hakim.

Pelaksanaan perkawinan karena wali nasabnya mafgud yang terjadi di
KUA Kabupaten Ngawi diantaranya; KUA Kecamatan Kendal, KUA
Kecamatan Jogorogo, KUA Kecamatan Sine, KUA Kecamatan Paron,
maka pelaksanaan pernikahannya dilakukan oleh wali hakim dengan dasar
pendapat, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak
perwalian bagi wanita yang wali nasabnya mafqud jatuh kepada wali
hakim. Pendapat Imam Syafi’i jika walinya masih ada atau tidak
dinyatakan meninggal dunia maka yang berhak menjadi wali dalam

pernikahan adalah wali hakim, dalam Figih disebut istija’ Dan karena
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Indonesia mayoritas kalangan  “syafi’iyah” maka perwaliannya
menggunakan wali hakim. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki yang
disebut dengan /ithigah tertib wali yang ada secara berurutan. Karena
apabila wali nikah yang berhak tidak dapat dibuktikan kematiannya maka
perwaliannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun kecuali wali hakim.

Jadi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, tindakan
yang diambil oleh KUA Kabupaten Ngawi khususnya KUA Kecamatan
Paron, KUA Kecamtan Kendal, KUA Kecamatan Jogorogo dan KUA
Kecamatan Sine terhadap kasus perpindahan wali hakim karena wali
nikahnya mafqud sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Mafqud secara bahasa memiliki arti yang hilang, sedang dalam
istilahnya memiliki pengertian orang yang hilang dari negerinya dalam
waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih
hidup atau sudah mati.* Istilah Mafgid merupakan kata yang diambil dari
istilah figih atau hukum Islam. Adapun menurut hukum positif tidak lagi
menggunakan istilah mafgud melainkan orang yang diperkirakan telah
meninggal dunia.’

Dalam konteks perkawinan, pengertian mafqud menurut pendapat
Kepala KUA Kabupaten Ngawi ditafsiri sebagai putusnya komunikasi,
tidak ditafsiri meninggal dunia. Adapun dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang dimaksud hilang

* Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), 1037.
> Buku Kesatu Bab xviii tentang Ketidakhadiran. Bagian 2 KUHPerdata.
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dalam Undang-Undang ini dapat ditafsiri hilang tidak diyakini mati atau
dapat dimintakan kejelasan status kematiannya melalui Pengadilan,
peraturan dalam Undang-Undang ini lebih cenderung pada sengketa waris.

Peraturan tentang orang hilang atau mafqud dijelaskan pada pasal 44
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
dalam bab penetapan orang hilang, atau ketidakjelasan keberadaan orang
(mafqud) yang berbunyi, “bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan
keberadaan orang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan
jenazahnya, pencatatan oleh pegawai pencatatan sipil baru dilakukan
setelah adanya penetapan Pengadilan”. Menurut peraturan Perundang-
Undangan ini menjelaskan tentang pencatatan status orang yang tidak
diketahui keberadaanya harus melalui penetapan Pengadilan, maka apabila
wali yang mafqud dalam konteks perkawinan yang tidak dimintakan
kejelasan statusnya kepada Pengadilan yang berwenang, sekilas tidak
sesuai atau cacat hukum, sebagaimana penjelasan dalam pasal 77 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
berbunyi “tidak seorangpun dapat merubah atau mengganti atau menambah
identitasnya tanpa izin dari Pengadilan”.

Namun dalam penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada penjelasan lebih lanjut
pada pasal tersebut, penjelasan dalam pasal ini hanya tertulis “cukup jelas”,

sehingga tidak terperinci apakah putusan melalui Pengadilan terhadap
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orang yang mafqud dalam semua konteks termasuk dalam konteks
perkawinan, administrasi kependudukan, maupun dalam konteks kewarisan.

Pada dasarnya setiap peraturan Perundang-Undangan maupun
peraturan lainnya dibuat dengan suatu tujuan untuk menertibkan,
memberikan keamanan, dan melindungi hak individu dengan individu
maupun dengan yang lainnya. Termasuk juga adanya Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang bertujuan memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.® Akan tetapi,
apabila Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentnang Administrasi
Kependudukan ini diterapkan dalam konteks atau kepentingan perkawinan
yang sifat kebutuhannya sementara, dan apabila wali yang mafqud tersebut
diputus mati oleh hakim maka akan merugikan hak keperdataan orang yang
mafqud tersebut, termasuk dalam hal harta dan segala yang
ditinggalkannya.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan penetapan
matinya adalah sebagai mati Aukmi, yakni penetapan status orang mafqud
melalui putusan Pengadilan biasa terjadi pada konteks kewarisan. Sama
halnya dengan KUHPerdata yang menjelaskan tentang orang yang hilang
atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka untuk penetapan kejelasan

statusnya harus melalui putusan Pengadilan, dengan jangka waktu yang

S Diani Indah, “Analisa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”
www.kompasiana.com/dodoisland/analisaundang-undang23Tahun2006, diakses pada 03Agustus
2018).
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telah ditentukan dan dengan memanggil untuk menghadap ke Pengadilan,
serta membuat pengumuman dalam surat kabar. Hal ini diatur dalam pasal
463 sampai dengan pasal 471, dalam pasal ini lebih cenderung menjelaskan
pada pengelolaan harta.

Adapun penetapan wali mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten
Ngawi dengan membuat surat pernyataan wali mafgud yang dibuat oleh
mempelai wanita atau ibu dari mempelai dan mengetahui Kepala Desa,
Kepala KUA berlandasan bahwa pihak Kepala Desa yang berhak atas
informasi tentang keadaan penduduknya. Prosedur perkawinann karena
alasan walinya mafqud di KUA Kabupaten Ngawi sama sebagaimana
umumnya yakni dengan melengkapi persyaratan berkas:

1.  Pemberitahuan kehendak nikah;

2. Surat keterangn tentang asal-usul mempelai dari Kepala Desa;

3. Surat persetujuan calon mempelai;

4.  Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa atau pejabat
setingkat

5. lIzin tertulis dari orang tua atau wali bagi yang belum berumur 21
tahun;

6. Surat pernyataan bahwa walinya mafqud dari mempelai yang
bersangkutan;

7. Surat keterangan wali hakim dari Kepala Desa.
Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

merinci tentang syarat-syarat perkawinan:



10.

11.
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Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya;

Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan
asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa atau Lurah atau nama
lainnya;

Persetujuan kedua calon mempelai;

Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa
atau pejabat setinggkat;

Izin tertulis orang tua atau wakil bagi calon mempelai yang belum
mencapai usia 21 tahun;

Izin dari Pengadilan, dalam hal wali adol;

Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai
umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16
tahun;

Suarat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai
anggota TNI/POLRI;

Keputusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri
lebih dari seorang;

Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi
mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat

oleh kepala desa atau lurah atau pejabat setinggkat bagi janda/duda;



63

12.  Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perkawinan negara bagi
warganegara asing.

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan ini tidak menyebutkan
tentang permohonan wali hakim karena mafgud dengan meminta surat
keterangan wali hakim dan pernyataan mafgud kepada Kepala Desa
maupun melalui putusan Pengadilan. Begitu juga dengan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim juga tidak menyebutkan,
apabila wali nasabnya mafgud maka harus melalui putusan Pengadilan,
berbeda dengan pernikahan karena walinya ado/ maka menggunakan wali
hakim dan penetapan adolnya harus melalui putusan Pengadilan, karena
wali yang menurut derajad berikutnya terhalang oleh wali yang berhak.
PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan yang
mengatur surat keterangan yang harus dibuat oleh Kepala Desa adalah
tentang kematian seseorang. Namun PMA terbaru pasal 12 ayat (5) PMA
No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur dalam
hal permohonan pernyataan wali mafqud yang dibuat oleh calon mempelai
dan diketahui oleh Kepala desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan wali mafgud yang terjadi di
KUA Kabupaten Ngawi tersebut khususnya KUA Kecamatan Kendal,
KUA Kecamatan Jogorogo, KUA Kecamatan Paron, KUA Kecamatan Sine
berdasarkan peraturan hukum maupun Undang-Undang Perkawinan sudah

sesuai dengan prosedur, sebagaimana yang diatur dalam peraturan terbaru



64

pada pasal 12 ayat (5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan “wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ didasarkan atas surat pernyataan dari calon
pengantin yang diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat. Akan tetapi,
apabila penetapan wali mafqud dikaitkan dengan pasal 44 Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membahas
tentang orang hilang, maka tidak selaras karena Undang-Undang
Administrasi Kependudukan tidak mengatur wali nikah, tetapi mengatur
dalam hal kependudukan.

Namun tidak menutup kemungkinan suatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila telah melanggar syarat-syarat yang harus ada dalam
pernikahan. Termasuk juga terkait dengan wali sebagaimana yang
dijelaskan pada pasal 22 dan 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dalam bab batalnya perkawinan, “perkawinan dapat dibatalkan
apabila para pihak tidak memenui syarat-syarat untuk melangsungkan
pernikahan”. Dalam pasal 26 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan
apabila dilaksanakan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berhak, atau wali nikah yang tidak sah dilangsungkan tanpa menghadirkan
2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis
keturunan lurus keatas dari suami atau istri’. Begitu juga dengan
penjelasan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut

dapat dibatalkan.
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Maka perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat sementara,
sebagaimana contoh yang berhubungan dengan ke-maslahat-an dan

administrasi maka pembatalannya bersifat sementara.’

7 Abd shomad, Penormaan Prisip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), 266.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penetapan wali mafgud di KUA

Kabupaten Ngawi dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian

ini, maka dapat disimpulkan:

1.

Proses penetapan wali mafqud yang terjadi di KUA Kabupaten
Ngawi khususnya, di KUA Kendal, KUA Sine, KUA Jogorogo, KUA
Paron dilakukan dengan syarat membawa surat pernyataan wali
mafqud dari calon pengantin yang diketahui oleh Kepala Desa
setempat serta menghadirkan saksi ke KUA untuk memberikan
keterangan tentang wali tersebut.

Penetapan wali mafqud tanpa melalui putusan Pengadilan yang
terjadi di KUA Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat
(5) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Akan
tetapi, apabila penetapan wali mafqud dikaitkan dengan pasal 44
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminisrassi
Kependudukan maka tidak selaras, karena Undang-Undang tersebut
tidak mengatur tentang wali nikah, tetapi mengatur tentang orang

hilang dalam hal pencatatan kependudukan.
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Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang
telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Kemenag dapat mempertimbangkan terkait dengan penetapan wali
nikah karena alasan walinya magfud untuk selanjutnya akan lebih
baik jika diproses melalui penetapan Pengadilan, demi keabsahan
serta kemaslahatan dalam perkawinan.

2. KUA dapat mempertimbangkan apabila terdapat kejanggalan dalam
pemeriksaan perkawinan karena alasan walinya mafqud, untuk
mengajukan permohonan ke Pengadilan demi mencegah adanya

manipulasi data.



DAFTAR PUSTAKA

Andriyani. “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”. Skripsi--UNAD Padang,
2011.

As’adi, Hari. Wawancara. Ngawi, 04 Juni 2018.

Anshori. Wawancara. Ngawi, 06 Juni 2018.

Braggink, J.J H. Refleksi Tentang Hukum, terj. Arief Sidharta. Bandung: PT
Citra Aditya Bakti. 1999.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ictiar Baru Van
Hoeve, 2006.

Departemen Agama RI. A/-Quran Terjemah Indonesia. Kudus: Menara Kudus,
1427.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. “Sejarah Kota Ngawi”,
dalam www.ngawitourism.com/2-Sejarah-kota-Ngawi, diakses pada 21
Juni 2018.

Fajri, Zul dan Ratu Aprillia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi
Revisi. Jakarta: Difa Publisher, 2000.

Ghamidi (al), Ali al-Hajjaj, dan Ali Bin Said. Dalilul Maratul Muslimah, terj.
Ahmad Syarif, et al. Jakarta: Aqwam, 2012.

Hamidjojo, Soetejo Prawiro dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga
(Personen En Familie-Recht), cet. 4. Surabaya: Airlangga University Press,
2008.

Huda. Wawancara. Ngawi, 04 Juni 2018.

Indah, Diani. “Analisa UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan”, dalam www.kompasiana.com/dodoisland/analisaundang-
undang 23 Tahun2006, diakses pada 03 Agustus 2018.

Istambuli (al), Mahmud Mahdi. Tuhfatul Arus Aw al-Zawaj al-Islami al-Said,
terj. Sarwendi, et al. Solo: Aqwam, 2010.

Jamaludin, Arif. Hadis Hukum Keluarga, cet. 1. Surabaya: UINSA press, 2014.

Kementerian Agama. “PMA No. 30 Tahun 2005, dalam https;// Kemenag .go.id/
PDF PMA No. 30 Tahun 2005, diakses pada 23 Juni 2018.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam (di dunia Modern). Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011.

68



69

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:
Kencana, t.t.

Mubaroq (al), Faishal Bin Abdul Aziz. Nailul Autar, terj. Muammal Hamidy, et
al. Surabaya: PT Bina [Imu, 2002.

Muammar, Afif. “Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Wali Hakim bagi
Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di
KUA Sewon dan KUA Kotagede)”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2009.

Mursid, Akhmad Faqih, et al. “Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan
Agama”. Jurnal--Universitas Hasanudin, Makasar, t.t.

Musthofa. Wawancara. Ngawi, 07 Juni 2018.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia
(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1994 Sampai
KHI). Jakarta: Kencana, 2004.

Pemerintah Kabupaten Ngawi. “Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Ngawi”,
dalam http://www.orgganisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-
kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-ngawi-jawa-Timur-jatim,
diakses pada 21 Juni 2018.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Hukum Orang dan Keluarga. Surabaya: Airlangga
University, t.t.

Pemerintah Kabupaten Ngawi. “Sejarah Kabupaten Ngawi’, dalam
https://id.m.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten Ngawi, diakses pada 20 Juni
2018.

Razzaq, Fathur. “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinaan dengan Wali Hakim di
Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015”. Skripsi-
-IAIN Surakarta, 2017.

Rusydiansyah, Alif. “Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim
yang Dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan (Studi Kasus terhadap Wali
Hakim Ketua KUA Gayungan Surabaya) . Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2012.

Shomad, Abd. Penormaan Prisip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta:
Kencana, 2012.

Sitakar, Jalli. “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23
Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Figih” (Studi Kasus di Kabupaten
Rokan Hulu). Tesis--UIN Suktas Syarif Kasim, Riau, 2013.

Sevila, Consuelog, et al. Pengantar Metode Penelitian, terj. Alimuddin Tuwu.
Jakarta: UI Press, 1993.



70

Soemiati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 4,
Yogyakarta: Liberty 1999.

Surahmad, Winarni. Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik.
Bandung: Tarsito, 1989.

Tim Permata Prees. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan,
Kewarisan dan Perwakafan. t.tp: Permata Prees, t.t.

Taqiyyudin, Imam. et.al, Kifayatu ’al-Akhyar. t.tp.: Cv Pustaka Assalam, t.t.
Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Utsman, Muhammad Rafa. Fikih Kitabah dan Nikah, terj. Achmad Zaeni Dahlan.
Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.



	1. COVER.pdf (p.1)
	pernyatan Keaslian.pdf (p.2)
	persetujuan pembimbing.pdf (p.3)
	pengesahan munaqosah.pdf (p.4)
	lembar publikasi.pdf (p.5)
	vera widyawati.pdf (p.6-78)
	6. v (ABSTRAK).pdf (p.1)
	10. xi  (DAFTAR ISI).pdf (p.2-3)
	BAB I.pdf (p.4-25)
	BAB II.pdf (p.26-41)
	BAB III.pdf (p.42-55)
	BAB IV.pdf (p.56-68)
	BAB V.pdf (p.69-70)
	DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf (p.71-73)


